
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALI MANTAN TIMUR 


NOMOR 03 TAHUN 2005 


TENTANG 


RETRIBUSI TEMPAT P1INGINAPAN/PESANGGRAIIAN/VILLA UI 

LINGKUNGAN PEMERINTAII J>HOVINSI KALIMANTAN T1MlJR 


DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 


GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 


Menimbang a. bahwa Retribusi Tempat Pcnginapan/Pesanggrahan/Villa mcrllpakan jcnis 
retribusi jasa lIsalw lIiltuk Dat;:rah I'rov in ·i sebagail11ana lcrsehut paJn P,lsal J 
ayat (2) Pernturall PClllcrinlah NomoI" 66 Tahull 200 I tcntang Rclribllsi 
Daerah; 

b. bahwa pemanfaatan tempat Penginapan/PesanggrahanNilla milik Pemerintah 
Provinsi , perlll diatllr dengan tertib sehingga dapat lebih berhasil guna dan 
berdaya guna disamping itu merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah 
Provinsi Knlimantan Timur; 

c. 	 bahwa lIntuk memullgut rctribllsi sebagai mana dilllakslid pacta huruf a clan b, 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Oaerah. 

Mengingat I. 	 Undang-undang Nomor 25 Tahun \ 956 lentang Pembentukan Oaerah-daerah 
Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Ka limantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Tahun 195 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor \ 106); 

2. 	 Undang-undang Nomor 49 Tahun 19 0 tentang Panitia Urusan Piutang 
Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 256, Tal11bal1an Lcmbaran 
Negara Nomor 2104); 

3. 	 Undang-undang Nomor 8 Tahun 19 I tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Neagara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209); 

4. 	 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perllbahan Atas Undang­
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentag Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4048); 

5. 	 U ndang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4389); 

6. 	 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nornor 4437); 
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7. 	 Peraturan Pcmerintah NomoI' 27 
lImiang 	NOllllll' S 'rabun 1981 

Tahun 1983 NomoI' 

8. 	 Peratllran Pemerintah Nomor 66 

J983 tcntallg Pclaksanaan Undang­
Hukum Acara Pidana (I,emharan 

Ncgara NomoI' 3258); 

200 I tentang Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun J Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
NomoI' 4139); 

9. 	 Keputusan Presiden NomoI' 103/M Tahun 2003 Pengangkatan 
Suwarna Gubernur 

10. 	Keputusan Menter; Dalam 
Umum Penyidik 
Jo. Keputusan Menteri Dalam 
Pegawai Negeri Sipil di 

I I. 	Peraturan Dacrah Provinsi 

12. 	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
Penyidik Sipi] 
(Lembaran Daerah Tahun 2004 
NomoI' 19). 

Timllr; 

1986 tentill1g Ketenl.uHn 

dilingkungan Pemerintah 
4 Tahun 1997 tentang Penyidik 

Daerah; 

Nomor 04 Tahun 2003 Icnlang 
Timur; 

Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Provinsi Kalimantan Timur 
Tambahan Lembaran daerah 

Deugan Pcrsctujuan l1crsnm<t 


DEWAN PERWAKlLAN RAKY AT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 


Menetapkan 

dan 
GUBERNUR PROVINSI ..~.wJll' 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG 
IPESANGGRAHANIVILLA DI 
KALIMANTAN TIMUR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

PasaIl 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. 	 Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur; 

b. 	 Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat 
Pemerintahan Daerah; 

c. 	 Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur; 

d. 	 Pejabat adalah yang diberi tugas tertentu di 
Peraturan Perundang-undangan berlaku; 

e. 	 Wajib Pungut adalah atau instansi yang diberi 

melaksanakan Pengumpulan, 

f. 	 Retribusi Jasa Usaha adalall Retribusi atas Jasa yang 
dinamika perinsip komersil karena pada dapat pula 

TIMUR 

unsur 	 penyelenggara 

Retribusi Daerah 

oleh Pemerintah Daerah untuk 
Penyetoran dan Pelaporan 

oleh Pemerintah Daerah dengan 
oleh Swasta; 
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g. 	 Retribusi Penginapan/PesanggrahaniVilla yang dapat discbul rctribusi adalnll 
pembayaran atas pelayallall pcnyediaal1 tempat pcnginaplm/pcsanggaralwll/villa yang dimiliki dan 
atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termnsuk ynng dimiliki dan aInu dikcloln olcll 
Perusahaan Daerah Provinsi dan pihak 

h. 	 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan 
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

l. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang 
untuk memanfaatkan pemakaian tempat 

batas waktu bagi Wajib Rctribusi 
I 

j. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang 
surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk 
retribllsi dasar perhitungan dan pcmbayaran 
perundang-undangan retribusi 

dapat disingkat SPDORD, adalah 
data objek retribusi dan wajib 

yang lerutang I1lCl1urul pcraturall 

k. 	 Surat Retribllsi Dncrail, yang sclnnjutnya disingkat SI<RD adalah Sural 
Keputllsan yang menentukan bcsarnya jllllliah retribusi IeI'll t:lI1 g; 

I. 	 Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar yang selanjutnya dapat disingkat 
SKRDKBT, adalah keplltusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah 
d itetapkan; 

m. 	 Surat Ketetapan Retribusi Daemh Lebih Bayar, yang dapat SKRDLG, 
adalah Surat Keputusan yang menentllkan jllmlah retribusi karella jumlah 
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terlltang tidak seharusnya lcrulang; 

n. 	 Surat Tagihan Retribllsi yang selanjutnya dapat STRD adalall surat untuk 
melakllkan retribusi dan atau sanksi administrasi bunga dan atau denda; 

o. 	 Surat Keberatan adalah Surat Keputusan atas Ir?&h,,,r,,t,, terhadap SKRD, SKRDKBT, 
SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pihak ketiga yang diajukan oleh 

. Wajib 

p. 	 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mt~n(JllrrlnIIIIIOln dan mengolah data dan 
atau keterangan lainnya dalam rangka pemenuhan kewajiban retribusi 
berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah; 

q. 	 Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah tindakan yang 

dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 	 disebut Penyidik, untuk 
tindak pidana di bidangserta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itll 

retribllsi daerah yang terjadi se!ta menemukan tersangkanya. 

BAB II 


NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 


Pasal 2 


retribusi "",""U","" pembayaranDengan nama Retribusi Penginapan/PesanggrahanNil~a 
atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan/PesanggrahanN lila. 

Pasal 3 

"vB,."" Penginapan/PesanggrahanNilla(1) Objek Retribusi adalah jasa penyediaan 
yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah 

(2) Tidak 	 termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas te~pat 
PenginapanfPesanggrahanNilla yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan p,hak 

Swasta. 
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Pasal 4 

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau 

Penginapan/PesanggrahanN ilia. 


BAB 

GOLONGAN RETRlBUSJ 

Pasal5 

Retribusi Tempat Penginapan/PesanggrahanNilla digolongkan 

BAB IV 

CARA MENGUKUR TINGKAT 

Pasal6 

Tingkat penggunaan dihitung berdasarkan waktll 
Penginapan/PesanggrahanNilla. 

V 

DAN <-71-<0.,'>"""'1""'" UI"" d"-"" 
STRUKTUR DAN BESARNYA 

Pasal7 

dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 
memperoleh keuntungan yang Jayak sebagaimana keuntungan 
sejenis yang secara efesien dan berorentasi pada harga 

BAB 	VI 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal8 

(1) 	 Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat 

yang mcnggllnakan lcmpal 

Retribusi Jasa Usaha. 

,IASA 

penyediaan tempat 

didasarkan pada tlljuan unluk 
pantas diterima oleh 

jangka waktu pemakaian 

(2) tarif ditentukan berdasarkan tarif tempat mel1ginap yang berlaku di 

(3) 	 Dalam hal pasar yang berlakll sulit ditemukan, 
pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang 
meliputi : 

a. unsur biaya per satuan penyediaan 
b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan 

(4) 	 Biaya sebagaimana dimakslld dalam ayat (3) huruf a meliputi 

a. operasi yang meliputi biaya belanja 
belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa 	tanah dan 

rutinlperiodik \ainnya yang berkaitan 

tarif ditetapkan jumlah 
jumlah unsur-unsur tarif yang 

termasuk pegawai tidak 
biaya I istrik dan semua 

penyediaan jasa; 
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b. 	 biaya tidak langsung, yang mcliputi biaya u!1lum, dan biaya lainnya yang 
mendukung penyediaan jasa: 

c. 	 biaya modal, yang berkaitan tersedianya tetap dan aktiva lainnya yang 
berjangka dan panjang, yang meliputi dan bunga pinjaman, nilai sewa 
tanah dan bangunan, dan pcnyusutan asset; 

d. 	 biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan jasa, sepelti bunga atas pinjaman 
jangka !Jellu,;:", 

(5) 	 Keuntungan sebagaimana dimaksud dalam (3) huruf ditetapkan dalam perscntase tcrtentu 
total biaya d imaksud dalam ayat (4) dan modal. 

(6) 	 Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ( I), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan 
ayat (5) dalam yang tidak dari Peraturan Daerah ini. 

BABVH 


WILAYAH PEMUNGUTAN 


Pasal9 


Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah pCllyediaun filsil tempal 


penginapan/pesanggrahan/villa berada. 

BAB VIII 


MASA RETRIBUSI DAN SAA T TERUTANG 


Paslll 10 


Masa Retribusi adalah yang lamanya I (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Gubernur. 


Pasal 11 

lain yang dipersamakall.Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atall 

BABIX 

TATA CARA PENDAFTARAN 

Pasal 12 

(I) 	Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD. 

(2) 	SPDORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi UI;;UI':<1U jelas, benar dan lengkap serta 
ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. 

dimaksud dalam ayat(3) 	Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian 
(1) ditetapkan oleh Gubernur. 
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BABX 


PENETAPAN RETRIBUSI 


Pasa! 13 


(1) 	 Berdasarkan SPDORD dimaksud pada Pasal (I) Retribusi tcrulallg 
menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang 

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data atau data yang semula belum 
yang menyebabkan jumlah Retd yang terutang, maka dikeluurkan 

SKRDKBT. 

(3) Bentuk, isi dan 	 tat a eara SKRD atau lain yang dipers3makan sebagainwlla 
dimaku~ dalam ayat (2) ditetapkan oleh GubernuL 

BABXI 

TATACARA 

Pasal 14 

(1) tidak dapM diborongkan. 

(2) Retribusi dengan SKRD aInu dokumen lail! yang dipersamnknll dan 
SKRDKBT. 

(3) 	Pejabat atau Institusi Waj ib Pungut Retribusi pemungutan, pengumpu lan, 
penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(4) 	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan d dengan Peraturan Gubernur. 

BAB XU 


SANKSI ADMINISTRASI 


Pasal 15 


Oalam hal 	 Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada 
sebesar 2% (dua yang terutang atau 

kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

BAB XUI 

TATACARA 

Pasal 16 

(1) retribusi yang harus dilunasi 

(2) 	 terutang 15 hari sejak diterbitkannya SKRD 
atau dokumen lain dipersamakan, SKRDKBT dan STRO. 

(3) Tata cara 	 tempat pembayaran Peraturall 



BAB XIV 

TATA CARA 

Pasal 17 

(J) Retribusi yang terutang berdasarkan S KRD atau dokumen yang SKRDKBT, 
STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan retribusi yang harlls dibayar 
bertambah, yang tidak atau kurang dibayar olell ib dapat ditagih melalui Badan Usaha 
Piutang dan LeJang (BUPLN). 

(2) 	Penagihan Retribusi melalui dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

IlABXV 


KEIlERATAN 


Pasal 18 


(1) 	 Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya Kepala Daerah atau pejabat yang 
ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB. 

(2) 	 .Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia d isertai alasan-alasan yang jclas. 

(3) 	 Dalam hal Wajib Retribllsi mengajllkan keberatan atas h~t,.,.t"I"" Retribusi, Wajib Retribusi harus 
dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tpr<:f1'b!lt 

(4) 	 Keberatan harus diajukan dalam waktu paling lama 2 bulan sejak SKRD atau 
dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBKT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib 
Retribusi tertentu dapat menunjukkan 
diluar kekuasaannya. 

bahwa jangk<l waktu tidak dipenuhi karen a kC<ldaan 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak 

dalam ayat (2) dan ayat 

(6) Pengajuan keberatan tidak menllnda kewaj iban membayar 
retribusi. 

dan pelaksanaan penagihan 

Pasal 19 

(I) 	 waktu paling lama 6 (enam) bulan tanggal Surat Keberatan diterima 
atas keberatan yang diajllkan. 

(2) 	 Gubernur, keberatan dapat berupa seluruhnya menolak atau menambah 
Retribusi yang terutang. 

(3) 	 Apabila jangka waktll sebagaimana dimakslld dalam (I) telah lewat dan Gubernur tidak 
memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan TPn''''":flr dianggap dikabulkan. 
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BAB XVI 

PENGEMBALIAN 

Pasal 20 

(I) 	 Atas kelebihan pembayaran Retribusi. Wajib 
pengembalian kepada Gllbernur. 

Gllbernur, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) 
kelebihan pembayaran Retribllsi sebagaimana 
keputusan. 

(3) 	 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
memberikan suatu keputusan, pennoi1onan pengembalian 
dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling 

(4) 	 ApabUa waj ib retribusi mempunyai utang Rctribusi 
dimaksud dalam ayat (I) langsung d 

utang Retribusi tersebut. 

mengajukan permohonan 

diterimanya pcrmohonan 
dalam ayat (I) memberikan 

telah dilampaui, GlIbernur tidak 
Retribusi dianggap dikabulkan 

bulan. 

kclcb ihan pcmbayaran Relri bus i 
untuk melunasi terlebih dahulu 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaiman3 dimaksud dalam (1) dilakukan 
dalam pal lama 2 bulan 

Apabila 	 pcmbayaran 
2 (dua) bulan Kepala mcmbcrikan 
keterlambatan pembayaran kelebihan relribllsi. 

Pasal 21 

(I) 	 Permohonan pengemba !ian kelebihan 
Gubernur dengan sekurang-kurangnya menyebutkan 
a. nama dan alamat Wajib 
b. masa Retribusi; 
c. kelebihan pembayaran; 
d. alasan dan 

Permohanan pengembalian kelebihan pembayaran 
melalui pas tercatat. 

Pasal 22 

(1) 	 Pengembalian kelebihan Retribllsi dilakukan dengan 
kelebihan Retribusi. 

pembayaran Retribusi diperhitungkan 
pada Pasal 20 ayat 

bukuan dan bukti pemindah bukuanjuga berlaku 

SKRDLB. 

Icwat jangka waklll 
pcr::;t;ratus) st;bllian alas 

secara tertulis kcpada 

disampaikan secara iangsling atall 

pas tercatat merupakan bukti saat 

Surat Perintah membayar 

dengan lItang Retribusi lainnya, 
dilakukan cara indah 
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BABXVU 

PENGGUNAAN DANA 

Pasal 23 

(I) 	 Sebagian busi digunakan untuk kegiatan yang berkaitan 
retril;>usi tersebut oleh instansi yang bersangkutan. 

(2) Ketentuan lebih ianjut 
ayat(l) 

penggunaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pcraturan Gubcrnur. 

XVIII 

PENGUR;\NGAN, KEIUNGANAN DAN 


PEMBEBASAN 

Pasal 	24 

(I) 	 Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan 

(2) 	 Pengurangan dan keringanan sebagaimana dim(lksud dalalll 
Retribusi antara lain alam/pramuka. 

(3) 	 Tata eara pengurangan, pembebasan 
Daerah. 

BABXIX 

KADALUW ARSA 

Pasal 	25 

(J) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa 
terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib 
bidang retribusi. 

(2) Kadaluwarsa retribus! sebagaimana dimaksud dalam 

a. diterbitkan Surat Teguran, atau 
b. ada pengakuan utang retribusi dan Wajib Retribusi baik 

BABXX 

PIDANA 

Pasal 26 

(I) 	Wajib tidak kewajibannya 
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 
jumJah retribusi terutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) adalah 

pembebasan retribusi. 

(J) dapnt dibcrikan kcpacJa Wajib 

d itetapkan oleh Gubernur 

melaiui jangka waktu 3 (tiga) tahun 
melakukan tindak pidana di 

( I ) tertangguh apabi la 


maupun tidak lansung. 


merugikan keuangan 
paling banyak 4 (empat) kali 



BAB XXI 

PENVIDlKAN 

Pasal 27 

(I) 	 Sipil lertentu oi lingkullgan Daerah diberi wewenang 
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidllllil retribusi Daerah sebagaill1Hn<l 
dimaksud dalam Undang-undang NomoI' 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana. 

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam aynt (I) adalah 

a. 	 menerima, meneari, mengumpulkan dan mcneliti atau laporan bcrkcnallil lIcngan 
tindak pidana di bidang Retribusi Daerall agar alau laporan tcrscbul menjadi 
lengkap dan jelas; 

b. 	 meneliti, meneari dan mengumpulkan kcterangan orang pribadi alom badall Icnlang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan dengan pidana retribusi Daerah; 

e. 	 meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi badan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang retribusi 

d. 	 buku-buku, catatan-catatan dan lain berkenaan dcngan ti Ildak 
pidana dibidang retribusi Daerah; 

e. 	 melakllkan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan clan 
dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan bahan bukti tersebut; 

f. 	 meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidik pidana bidang 
retribusi 

g. 	 menyurllh berhenti dan atau melarang seseorang ruangan atal! tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung 	dan memeriksa orang dan atall dokumen yang 

sebagaimana huruf e; 

h. 	 memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana Daerah; 

i. 	 memangil orang untuk didengar keterangannya dan sebagaimana tersangka atau 
saksi; 

j. 	 menghentikan 

k. 	 m'elakukan tindakan yang peflll lIl1tuk kelancaran tindak pidana Retribusi 
daerah menurut hllkum dapat dipertanggung jawabkan. 

(3) Penyidikan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) 
menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

dimulainya penyidikan dan 
ketentuan yang diatur dalam 

BAB XXII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

berlakunnya Peraturan Daerah maka segal a Peraturan 
perundang-undangan yang lain dinyatakan tidak berlaku. 

bertentangan Peraturan 
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Pasal 29 

Hal-hal yang belum cukllp diatur dalanl Peratllran Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan GlIbernur. 

Pasal 30 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahllinya, memerintahkan pengllndallgan Pcraluran Daerah ini dcngan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 'l'il11l1l'. 

lJill'lapkan eli Samarinda 
l1<1d<ll<lllggal 8.J1I1i 200S 

Diundangkan di Samarinda 
pad a tanggal 8 Juli 2005 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 03 SERI C 




PENJELASAN 


ATAS 


PERATURAN DAERAH PROVINSI TIMUR 


NOMOR 03 T AH[JN 

TENTAl'IG 

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESAN(;GRAHAN/VI LLA Dl 
LINGKUNGAN PEMERfNTAH PROVINSI TIMUR 

1. PENJELASAN UMUM 

Sesuai dengan amanat Ulldang-undang Dasal' Rcpublik Indonesia Tahu!] I 

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan menurut azas otonomi 

dan tugas pembantuan. 

Untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang IlIas, sebagaimana 

diamanatkan oleh undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Daerah perubahan alas 

Undang-undang NomoI' 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Tahun 2004 tcntang Pcrimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah perubahan atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 

1999, maka Pemerintah Daerah diharapkan mampll dan mengoptimalkan setlap 

atau Pendapatan, guna memenllhi kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah 

yangsemakin meningkat seiring dengan peningkatan kualitas kcpada masyarakat. 

Berdasarkan Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah yang telah diamandemen Undang-undang Nomor 34 2000, dimana salah satu Jenis 

Pungutan Retribusi yang merupakan Kewenangan adalah Retribusi Tempat 

Penginapan/PesanggrahanNilla yang digolongkan kedalam Jenis Jasa Usaha. 

Selama Pungutan Penginapan/PesanggrahanlVi Iia dengan Keplltusan Gubernur dan 

ditingkatkan menjadi yang berpcdoman pada Pemerintah Nomor 66 Tahun 

2001 

Dengan adanya Punglltan Retribusi ini, pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 

harus lebih baik, propesional dan mampu bersaing secara dengan pihak swasta atau pihak 

lainnya yang dibidang yang sarna, akan pelayanan masyarakat 

Pemerintah harus tetap mengedepankan sosialnya, oleh karcna itu didalam Peraturan Daerah inl 

tetap diatur mengenai Pemherian Keinginan, Penggunaan dan Retribllsi. 
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II.PENJELASAN P ASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

lelas 


Pasal 2 

Cukup 


Pasal 3 

Ayat (I) 


Cukup lelas 


Ayat (2) 

Cukup Jelas 


Pasal4 

Cukup lelas 


Pasal5 

Cukup Jelas 


Pasal6 

Cukup Jelas 


Pasal7 
Yang dimaksud keuntungan yang Jayak yang memadai jika 
Jasa bersangkutan diselenggarakan oleh swasta, 

Pasal8 
(1) 


Cukup Jelas 


Ayat (2) 

Cukup 


(3) 

Cukup lelas 


Pasal 	 9 

Cukup Jetas 


Pasal 	 10 

Cukup Jelas 


Pasal 	 11 

Cukup Jelas 
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Pasal 12 
Ayat (I) 

Cukup JeJas 

Ayat (2) 

Cukup Jelas 


Ayat (3) 

Cukup Jelas 


Pasa] 13 
Ayat (I) 

Cukup Jelas 

(2) 

Cukup lelas 


Ayat (3) 

lelas 


Pasal 14 
Ayat (]) 

Yang dimaksud tidak dapat bahwa seluruh proses 
pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan Pihak Ketiga namun dalam 

ini baleh berkerjasama dengan Pihak 
Dengan Retribusi Pemerintah Daerah dapat mcng~jak berkerjasama Badan-badan tertentu 

karena Profesionafismenya layak dipercaya ikut melaksanakan tugas 
pemungutan Retribusi Jenis tertentu secara efisen. Pemungutan Retribusi yang 
tidak dapat dikerjasamakan Pihak Ketiga perhitungan besarnya 
Retribusi yang terutang, Pengawasan Penyetoran dan Penagihan Retribusi 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah Tanda Bukti Pelunasan 
Retribusi, seperti Recu, Kuitansi, Kontrak, Perjanjian Kartu Berlangganan. 

Ayat 

Cukup Jelas 


Ayat(4) 

Cukup Jelas 


Pasal 15 
Cllkup Jelas 

Pasal 16 
Ayat(\) 

Cukup 

Ayat (2) 

Cllkup Jelas 


Ayat 

Cukup 
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Pasal 17 
Ayat (1) 

Cukup lelas 

(2) 
Cukup lelas 

Pasa! 18 

Ayat(l) 


Cukup 


Ayat (2) 
Cukup lelas 

Ayat (3) 
lelas 

Ayat (4) 
lelas 

Cukup JeJas 

Ayat (6) 
Cukup Jeias 

Pasal 19 

Ayat (l) 


Cukup 


Ayat (2) 
Cukup Jelas 

Ayat (3) 
Cukup lelas 

20 
Ayat(J) 

Cukup Jelas 

Ayat (2) 
Cukup lelas 

(3) 
Cukup 

(4) 
Cukup Jelas 

Ayat (5) 
Cukup Jelas 

Ayat (6) 
Cukup Jelas 
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Pasal21 
Ayat(l) 

: Cukup lelas 

Ayat (2) 

Cukup lelas 


Ayat (3) 

Cukup lelas 


Pasal22 
Ayat (I) 

Cukup Jelas 

Ayat 

Cukup lelas 


Ayat (l) 

lelas 


Ayat (2) 

Cukup lelas 


Pasa124 
(I) 
Yang dimaksud dengan Pengurangan adalah Jumlah Retribusi yang 

adaiah dalam proses Pembayaran Retribusi 
misalnya pemberian kesempatan untuk membayar secara kredit dan atau penundaan 
waktu 

Ayat (2) 
Cukup 

Ayat (3) 

Cukup lelas 


25 

Ayat (1) 


Cukup 

(2) 

Cukup lelas 


Pasa! 26 
Ayat (1) 

Cukup lelas 

Ayat (2) 

Cukup lelas 




PasaI27 

Ayat (1) 


Cukup lelas 


Ayat (2) 

Cukup Jelas 


(3) 

Cukup lelas 


Cukup lelas 

Pasal29 

Cukup lelas 


Pasal30 

Cukup leIas 
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LAMPIRAN KALlMANTAN TIMlJR 
RETRIBUSI 
III LlNGKUNGAN 

TIMUR 

I, 

- Kamar VIP Rp. 175.000,- (seratus tujuh lima ribu rupiah) 

Servis Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 


- Makan Rp, 50,000,- (lima pulull ribu rupiah) 


lumlah Rp. 275.000,- (dun ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/Kamar/llari 

- Kamar Standard Rp, 150.000,- (sel'atlls pullih ribu rupiah) 

- Servis Rp. 50,000,- puluh ribu rupiah) 

- Makan Rp. 50.000,- (lima puluh 


Jumlah 

2. 

a. UntJk Pejabat Eselon 

- Kamar Standard 

Makan 

Jumlah 

b. Untuk Pejabat Eselon 

- Kamar Standard 
- Servis 
- Makan 

Jumlah 

c. Untuk Pejabat 

- Kamar Standard 
- Servis 

Makan 

JlImiah 

d. Untuk Pejabat 

- Kamar Standard 
:. Servis 

Makan 

.Iumlah 

~-----

Rp. 250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/Kamar/Hari 

Rp, 70.000,- (tujuh puluh ribu 

20.000,- (dua puluh ribu 

50.000,- (lima puluh ribtl 


Rp, 140.000,- empat ribu rupiah)/Orang/Hari 

II dan Pejabat Negara 

50.000,- (lima puluh ribtl 
20.000,- (dua plllllh ribu 

Rp. 50,000,- (lima pllluh ribu 

Rp. 120.000,- dua puluh ribu rupiah)/Orang/Hari 

III dan Non 

30.000,- puluh ribll 
Rp. 20,000,- (dua pullih ribu 

Rp. 50,000,- (lima puluh ribu 


Rp, 100.000,- ribu 


IV dan Staf 

Rp. 25.000,- (dlla pUluh lima 

15.000,-(lima ribu 


Rp. 50,000,- (lima puluh ribu 


Rp, 90.000,- (sembilan plIluh ribu rupiah)/OrangiHari 
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e. Untuk Supir/Pengemudi 
- Kamar 15.000,- (lima ribu rupiah) 

Rp. 10.000,- (sepuluh rupiah) 
- Makan Rp. 50.000,- (lima pu!uh ribu rupiah) 

lumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh ribu fupiah)/OrangIHari 

3. 

a. Untuk Pejabat 

- Kamar Standard 
- Servis 

Makan 

Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) 
Rp.35.000,­ puiuh lima rupiah) 

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 

Jumlah Rp. 120. 000,- (seratus dlla puluh ribu rupiah)/OrangiHari 

b. Untuk Eselon II dan Pejabat Negara 

Kamar Standard Rp. .000,- (dua puluh lima 
- Servis Rp. 25.000,- (dua puluh lima 

Makan ribu 

Jumlah Rp. 100.000,- ribu 

c. Untuk Eselon III dan Non 

- Kamar Standard Rp. 20.000,- (dua puluh ribu 
Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) 

- Makan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu 

Jumlah Rp. 85. 000,- (delapan puIuh ribu rupiah)/OranglHari 

d. Untuk Pejabat IV dan Staf 

- Kamal' Rp. 15.000,- (lima belas ribu 
- Servis Rp. 10.000,- (sepuluh ribu 
- Makan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 

lumlah Rp. 75. 000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)!OrangiHari 
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Khusus ulltuk SupiriPellgcmudi yang JIlcl\gillap pada Mcss I'CII II':l'illlall \)<ICI'<I1l di ISalikp<lp.11I dllc[;lpkilll 
sebagai berikut : 

- Kamar Standard Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) 

- Servis Rp. 10.000,- (sepulllh ribu n lpiah) 

- Makan Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribll rupiah) 


Jumlah Rp. 52 .500,- (lima pultlh dua ribu lillla ralus rupiah)lOrclllglll(lli 

Samarinda, 8 Juli 2005 

OVINSI KALIMANTAN TIMUR, 

AF 


